BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Desa
Kujangsari Kabupaten Lebak, setelah penulis menganalisa hasil
penelitian terkait wsistem kerja sama pengelolaan lahan pertanian
antara masyarakat Adat baduy dengan petani masyarakat Desa
Kujangsari, maka perlu penulis membuat beberapa kesimpulan
terkai penelitian ini :

1. Sistem kerja sama pengelolaan lahan yang dipraktekan oleh
masyarakat Baduy dengan petani masyarakat Desa
Kujangsari secara umum akad yang dipraktekan tanpa
adanya perjanjian tertulis atau hanya sebatas lisan. Dan
terjadinya ijab dan qobul antara pemilik lahan dan
penggarap sebelum penyerahan atau digunakannya lahan
pertanian oleh penggarap, tanpa adanya saksi, waktu
perjanjiannya pun tidak ditetepkan secara jelas. Jenis
tanaman atau bibit dan kebutuhan pengelolaan ,penggarapan

di tanggung sepenuhnya oleh penggarap. Atas dasar kedua
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belah pihak saling ridho, saling mengerti, dan saling
tenggang rasa.

2. Dari sudut pandang ekonomi Islam, pelaksanaan praktek
kerja sama pengelolaan lahan yang dilakukan masyrakat
Baduy yang menggarap lahan petani masyarakat Desa
Kujangsari sudah hampir sesuai dengan ekonomi Islam, hal
ini dapat dilihat dari proses perjanjian akad dan bagi hasil
yang dilakukan masyarakat Adat Baduy dengan petani
masyarakat Desa Kujangsari saat pembagiannya mereka
menunggu tanaman benar-benar siap panen edengan cara
dibagi 50%-50% atau 60% untuk penggarap dan 40% untuk
pemilik lahan, atas dasar keridhaan bersama. Namun untuk
jangka waktu perjanjian belum sesuai dengan ekonomi Islam
karena jangka waktu perjanjian tidak ditunjukkan dengan
jelas, tidak dijelaskan berapa lama kerja sama muhabarah

dilaksanakan.

B. Saran

Sebelum penulis mengakhiri pembahasan ini, ada beberapa

saran yang dapat penulis berikan kepada masyarakat yang
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melakukan praktek kerja sama pengelolaan lahan pertanian,

yaitu:

1.

2.

Diharapkan kepada pihak terkait seperti tokoh masyarakat
dan pemerintahan Desa untuk ikut andil dan selalu
memberikan perhatian terhadap praktek kerja sama
pengelolaan pertanian ini, dengan menjadi saksi yang
dilakukan oleh masyarakat, karena sudah diatur dalam UU
No.2 Tahun 1960. Bahwa pemerintahan Desa berperan aktif
dalam kerja sama pengelolaan lahan yang dilakukan
masyarakt. Dan menyebutkan jangka waktu dengan jelas
supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Diharapkan kepada pihak yang melakukan praktek kerja
sama ini menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan
kepercayaan. Agar kerja sama ini terus dipraktekan dan
bermanfaat, selalu berada dalam ruang lingkup atau ajaran

yang disyariatkan agama.



